
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1645);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 134);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 135);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor
04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
3. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat;

4. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun
tujuan SKPD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi SKPD yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

7. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh SKPD untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis SKPD serta
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Tahun 2012-2017.

2) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan SKPD dan disampaikan
kepada Bupati.

3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

1) Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi wajib untuk melakukan
pembinaan terhadap penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

2) Inspektorat Daerah wajib untuk:

a. melakukan review atas capaian kinerja setiap SKPD dalam rangka
meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan
akuntabilitas kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan
melaporkan kepada Bupati.



Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat.

Ditetapkan di  Saumlaki
pada tanggal 21 Agustus 2013

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

BITZAEL SALVESTER TEMMAR

Diundangkan di  Saumlaki
pada tanggal 22 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

MATHIAS MALAKA, SH, MTP
Pembina Utama Madya
NIP. 19600307 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 70

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH :

ASISTEN KOORDINASI :

KABAG. HUKUM :

KABAG. ORGANISASI :


